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Menimbang

BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH NATUNA

NOMOR ID TAHUN 2O2O

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR 21 TAHUN 2OO2 TENTANG IZIN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA

: a. bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Presiden

Nomor 54 tahun 2Ol8 tentang Strategi Nasional

Pencegahan Korupsi, Dan Peningkatan Kemudahan

Berusaha di Daerah Dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 19 Tahun 2Ol7 tentang Pencabutan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2OOg

tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah

Sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 27 tahun 2OO9 tentang Pedoman

Penetapan Izin Gangguan Di Daerah menegaskan bahwa

pedoman penetapan izin gangguan di daerah di cabut

atau di hapus, sehingga pemerintah daerah tidak dapat
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b.

c.

lagr menerbitkan izrn dan melakukan pungutan

retribusi atas izin gangguan;

bahwa berdasarkan Pasal 144 Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2OOg tentang Pajak dan Retribusi bahwa

Objek Retribusi lzl;n Gangguan yang termasuk di

dalamnya pemberian izin usaha/kegiatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2OO2 tentang Izin

Tempat Usaha;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repulik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natrrna, Kabupaten

Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Iembaran Negara

Republik Indonesia Tahun t999 Nomor 181 Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902ll

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO8 tentang

Pembahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Pelalawan, I(abupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS

Nomor LO7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang

Pembentukan Frovinsi Kepulauan Riau (Lembaran

Mengingat

2.

1.
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4.

5.

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 1 1 1,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a237);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor S0a9);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}tl tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah
dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2}lg tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}lt
tentang Pembentukan Peraturan Pemndang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOtg
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor SSSZ), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56Z9l;

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang

Strategi Nasional pencegahan korupsi, dan peningkatan

kemudahan berusaha di daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL8 Nomor 7);

6.

7.
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 21

TAHUN 2OO2 TENTANG IZIN TEMPAT USAHA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2l Tatrun

2OO2 tentang lzin Tempat Usaha (kmbaran Daeratr

Kabupaten Natuna tahun 2OO2 Nomor 21) dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlakr-r pada' tanggal

diundangkan.

Menetapkan

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2Ol7

tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 27 Tahun 2OO9 Tentang Pedoman Penetapan Izin

Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah

Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2Ttah:ur:

2OO9 tentang Pedoman Penetapan lzin Gangguan Di

Daerah.

Dengan Keputusan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN



.:,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Nahrna.

Diundangkan di Ranai

pada tanggal A 9ePteil$er %?D

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2O2O NOMOR IO

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

PROVINSI KEPUL,AUAN RIAU: lO,yl/ ZnzA

Ditetapkan di Ranai


